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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR: 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PENYEDIAAN/
PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu meninjau tarif retribusi dalam
Peraturan Daerah;

bahwa guna meningkatkan pelayanan pasar dan pelayanan
penyediaan/penyedotan kakus serta pelayanan pemakaian
kekayaan daerah berupa Tanah dan Penggunaan Gedung BPU
perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan pasar dan pelayanan
penyediaan/penyedotan kakus dan Retribusi penggunaan
kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 A ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 67 A ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3

Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi,Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PENYEDIAAN/PENYEDOTAN
KAKUS DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sampang ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten sampang.

Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.

Bupati adalah Bupati sampang.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sampang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang.
Pemungutan adalah satuan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Lembaga Tehnis
Daerah berupa pelayanan umum, pelayanan kesehatan maupun pelayanan
lainnya yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari
satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional,
pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,
kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedangang kecil, menengah,
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan
dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi
sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran,
los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan
untuk berdagang.

Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah yang sifatnya terbuka seperti halaman, jalan, gang, dan lain-lain
didalam lingkungan Pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar
yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan.

Kios adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap yang dipisahkan
satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai
langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan.

Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk usaha
berjualan.

Los Tertutup adalah Banguan los yang ditutup atas kemauan sendiri dengan
persetujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasar Kelas Kota adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata
perbulan minimal Rp.10.000.000,-

Pasar Kelas I adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan
minimal Rp.3.750.000,00

Pasar Kelas II adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan

antara Rp.3.750.000,00 — Rp.2.500.000,00.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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Pasar Kelas Ill adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan
dibawah Rp.2.500.000,-.

Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki
dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-
tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut
kekayaan daerah.

Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Sampang.

Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala
perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah
Kabupaten Sampang.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah
dan bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian
kendaraan/alat-alat milik Daerah dan lain sebagainya.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
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pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB 1I
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar
untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
a. penyewaan kios/toko;
b. pemakaian persil tanah pasar;
c. pemakaian meja konter;
d. pemakaian payung/tenda;
e. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi

pedagang kaki lima untuk siang hari;
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f. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi
pedagang pujasera untuk sore sampai malam hari;
g. toilet/WC umum;
h. penggunaan pelataran pasar untuk parkir bongkar muat.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang

memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar

serta jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana

diatur dalam Lampiran I

Bagian Keempat

Cara Penghitungan Retribusi
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Pasal 7

Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian

antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 8

(1) Masa Retribusi Pelayanan Pasar terutang adalah jangka waktu yang lamanya
sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.
(2) Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas

pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB 1II
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas

pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan
Daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi

dari tanah tersebut.
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Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan

Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan

frekuensi, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur sebagaimana tersebut

dalam Lampiran II.

Bagian Keempat

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 14

Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
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Pasal 15

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya

sama dengan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 16

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang terjadi pada saat pemakaian
kekayaan Daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB IV
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17

(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut
retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Pelayanan penyedotan kakus/jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. penyedotan kakus/jamban dari sumber ke TPA Tinja;

b. penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur tinja di TPA Tinja.
(4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
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(5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyedotan kakus/jamban dan

pembuangan tinja ke TPA tinja.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja dan jarak lokasi

pelayanan yang ditempuh.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan volume tinja yang disedot
dan banyaknya tinja dibuang di TPA tinja.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran III.

Bagian Keempat

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 20

Besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dihitung

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
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Pasal 21

(1) Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jangka waktu
yang lamanya sama dengan penyelenggaraan penyedotan kakus.
(2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dalam masa

retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau Dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Setiap orang/badan yang akan memakai Gedung Balai Pertemuan Umum, wajib
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(4) Tata cara permohonan pemakaian Gedung Balai Pertemuan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan pemakaian secara tertulis kepada Kepala

Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilampiri
persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas pemohon yang masih
berlaku;

2. Fotocopy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi
oleh pejabat/instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan,
kecuali pemohon badan berasal dari Instansi Pemerintah/Pemerintah
Daerah lain;

3. Surat pernyataan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka petugas dari Dinas
menerbitkan surat keterangan rencana pemakaian Gedung Balai Pertemuan
Umum, beserta rincian besaran retribusi yang harus dibayar untuk

selanjutnya disampaikan kepada pemohon;



(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(1)
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Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan surat teguran.

Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi
terutang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, ditunjuk sebagai wajib

pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas

sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak

(3)

(4)

diterbitkannya SKRD.

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas
Daerah Kabupaten Sampang pada Bank Jawa Timur Cabang Sampang dan/

atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Jawa Timur Cabang Sampang,

(6)

Wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer
ke Kepala Dinas.
Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada

Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
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lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang

ditentukan oleh Bupati

Pasal 24

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan tanda

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

bukti pembayaran berupa SSRD.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII
TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 25

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui
Kepala Dinas atas SKRD yang diterima

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang yang mendukung
keberatannya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1).

- 15 -

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

Pasal 27

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi kepada Bupati.

(2).Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud

(3)-

pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala
Dinas disertai dengan alasan-alasan yang  benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pemohon sebagimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:

a. nama wajib retribusi;

b. alamat wajib retribusi;

c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);

d. ketetapan retribusi;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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e. ditanda tangani wajib retribusi.

Pasal 29

Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas
melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut
dengan melibatkan instansi terkait.

Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang
secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan retribusi dan membuat

berita acara pemeriksaan.

Pasal 30

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi , maupun lingkungan wajib retribusi.
Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati
melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. SKRD; dan

b. tanda bukti setor retribusi.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.



(4)
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan
Bupati tidak memberikan Keputusan , permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak

(1)

(2)

tanggal diterbitkan.

Pasal 32

Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan
pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.

Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.

(3) Pelunasan hutang retinusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib
retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti

pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.

(4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat

sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian
atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat

waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitykannya SKRDLB, Bupati atau pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN



(1)

(2)
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Pasal 33

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang
ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya
retribusi.

SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan
putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar

bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam

jangka wakltu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat

teguran.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib

retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-

masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 34

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

(2)

(3)

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga )
tahun.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
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Pasal 35

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan bidang retribusi.

(2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena
keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali,
keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran retribusi.

b. dapat dilakukan dalam hal :

1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau

2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua
tim dan seorang atau lebih anggota tim.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 37

(1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat
pemberitahuan pemeriksaan retribusi.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada
wajib retribusi.

(3) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan
dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa

buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.



(4)

(5)

(6)

(1)
(2)
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Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa fotocopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang
menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.

Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang

ada pada bendahara penerimaan.

Pasal 38

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar

penerbitan :

a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;

b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang
setelah diterbitkannya SKRDKB;

c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat
kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,
atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada
jumlah retribusi yang terutang ; atau

e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada
jumlah retribusi yang terutang atau diulakukan pembayaran retribusi yang
tidak seharusnya terutang; atau

f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan

merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di  : Sampang
pada tanggal : 3 NOVEMBER 2014

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 3 NOVEMBER 2014
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